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P E N G A N T A R 

 

 

Untuk memujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, setiap instansi pemerintah 

diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud 

pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Salah satu kegiatan 

yang harus dilakukan oleh setiap OPD adalah menyusun Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. 
 

Dengan disusunnya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran pelaksanaan kegiatan secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Penghubung 

Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini 

juga disusun dalam upaya evaluasi pelaksanaan tugas selama Tahun 2024. 
 

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan 

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Badan Penghubung Provinsi Sumatera 

Selatan di Jakarta ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi 

kita semua. 

 

Jakarta,      Maret  2025 

KEPALA BADAN  PENGHUBUNG 

PROV. SUMATERA SELATAN 

DI JAKARTA 

 

 

 

M.A. DEDY RAHMADI, SE 

PEMBINA / IV.a 

NIP. 197207252006041009 
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BAB I.  P E N D A H U L U A N 

 

1.1. GAMBARAN UMUM 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan (BPPSS) adalah lembaga yang 

berfungsi untuk menjalin koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta berbagai 

instansi dan pihak terkait. BPPSS bertugas menyampaikan informasi, mengelola 

hubungan antar lembaga, serta mendukung pelaksanaan kebijakan dan program 

pembangunan daerah. Melalui peranannya, BPPSS memperkuat kerjasama dan sinergi 

untuk mendukung pembangunan yang lebih efektif di Provinsi Sumatera Selatan. 

1.2. VISI DAN MISI 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi 

Sumatera Selatan telah menetapkan visi, misi, usulan, sasaran, strategi dan kebijakan 

organisasi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan internal dan eksternal. 

VISI DAN MISI 

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar 

yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi 

untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi. Semua kegiatan yang 

dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rencana 

strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, visi Badan Penghubung Provinsi 

Sumatera Selatan adalah: 

“Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pembangunan Baik 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ” 

 Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar 

yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi 

untuk di implementasikan dalam rangka pencapian misi.   

Misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah : 

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penghubung antara Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Pusat; 

2. Pelaksanaan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian; 

3. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dan lembaga 

pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah; 

4. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintah dan pembangunan dengan 

pemerintah pusat; 

5. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap Gubernur, Wakil Gubenur 

dan Sekretaris Daerah yang berdinas ke Jakarta; 

6. Pemberian pelayanan informasi dan protokoler terhadap unsur Pimpinan dan 

Anggota DPRD Provinsi yang berdinas ke Jakarta; 
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7. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah dan pembinaan masyarakat Provinsi di 

Jakarta; 

8. Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai 

sarana promosi daerah; 

9. Pengoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik 

negara/ daerah 

 

1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas pokok untuk 

mengkoordinasikan, menghubungkan, dan menyampaikan informasi antara Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, serta 

lembaga-lembaga terkait. BPPS juga berfungsi mendukung pelaksanaan kebijakan dan 

program pembangunan daerah. 

Fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan 

1. Koordinasi 

Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan 

pemerintah pusat dan daerah lain dalam rangka mendukung program pembangunan 

yang terintegrasi. 

2. Komunikasi dan Informasi 

Menyampaikan dan mengelola informasi terkait kebijakan, program, serta 

perkembangan daerah kepada pihak terkait. 

3. Kerjasama Antar Daerah dan Lembaga 

Membangun hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga swasta, dan 

organisasi lainnya untuk mendukung pembangunan daerah. 

4. Pengelolaan Administrasi 

Menangani administrasi terkait kebijakan dan program pembangunan serta 

penyusunan laporan evaluasi pelaksanaan program. 

5. Pemantauan dan Evaluasi 

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dan program 

yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta memberikan 

masukan untuk perbaikan. 

Dengan tugas dan fungsi ini, BPPS berperan penting dalam meningkatkan 

efektivitas hubungan antara pemerintah provinsi dan pusat serta mendukung 

terwujudnya pembangunan yang lebih baik di Sumatera Selatan. 



Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  Tahun 2024 
 
  

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan  4 

1.4. DATA UMUM DAERAH 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terletak di Jalan Wijaya             

1 no 5A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini 

Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2015 Tugas 

Pokok Badan Penghubung Provinsi adalah memfasilitasi dan membantu Gubernur dalam 

menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah daerah, memberikan pelayanan informasi, 

pelayanan aparatur daerah, fasilitasi promosi, dan Hubungan Antar Lembaga serta 

pembinaan masyarakat dan mahasiswa Provinsi di Jakarta. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada Badan Penghubung Provinsi 

Sumsel mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta 

b. Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan 

c. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar lembaga  dengan lembaga pemerintah dan 

antar daerah serta lembaga ditingkat nasional dan internasional 

d. Pemberian pelayanan informasi dan pelayanan terhadap aparatur daerah yang berdinas 

di Jakarta 

e. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah, pembinaan masyarakat dan mahasiswa 

provinsi di Jakarta, dan 

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 

Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Penghubung 

Provinsi Sumatera Selatan, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, terdiri 

dari : 

a. Kepala Badan  

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

c. Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Protokoler  

d. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga  

e. Kepala Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan 

Dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, 

pemerintah daerah harus memiliki standar pelayanan minimal yang merupakan ketentuan 

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara 

secara minimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus membangun manajemen 

pelayanan publik yang antara lain meliputi pelaksanaan pelayanan, pengelolaan informasi, 

pengawasan internal, pelayanan konsultasi dan pelayanan publik lainnya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan merupakan representative bagi 

Pemerintahan Provinsi sumatera Selatan di Ibu Kota Jakarta serta menjadi show window 

bagi pelayanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam memberikan informasi dan 

promosi di Sumatera Selatan kepada Pemerintah Pusat, swasta, akademisi, masyarakat 

umum dan khalayak luas dalam bentuk budaya, pariwisata serta program-program 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.  

1.4.1 Sumber Daya  

A. Sumber Daya Manusia 

Tugas dan fungsi yang telah dibebankan kepada Badan Penghubung Provinsi 

Sumatera Selatan di Jakarta tersebut dilaksanakan oleh 34 (tiga puluh empat) 

orang PNS dan 37(tiga puluh tujuh) orang tenaga kerja sukarela. 
 

1.  Susunan Kepegawaian (PNS) Menurut Tingkat Pendidikan  

No. Tingkat Pendidikan 
Gender 

Jumlah 

LK PR 
1 2 3 4 5 

1. Strata Dua ( S 2 ) 1 1 2 orang 

2. Strata Satu ( S1 ) 5 13 18 orang 

3. SLTA/SMA 5 1 6 orang 

4. SLTP/ SMP 5 - 5 orang 

5. SD 3 - 3 orang 

 

2.  Susunan Kepegawaian (Honorer) Menurut Tingkat Pendidikan 

No. Tingkat Pendidikan Gender Jumlah 

LK PR 
1 2 3 4 5 

1. Strata Satu ( S1 ) 8 5 13 orang 

2. Sarjana Muda ( D III ) 2 - 2 orang 

3. SLTA/SMA 16 - 16 orang 

4. SLTP / SMP 3 - 3 orang 

5. SD 3 - 3 orang 
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3.  Susunan Kepegawaian (PNS) Menurut Golongan 

No. Golongan Gender Jumlah 

LK PR 
1 2 3 4 5 

1. Golongan IV 

 

2 - 2 orang 

2. Golongan III 5 13 18 orang 

3. Golongan II 12 1 13 orang 

4. Golongan I 1 - 1 orang 

 

4.  Susunan Pegawai Menurut Jabatan Struktural 

No. Golongan Gender Jumlah 

LK PR 
1 2 3 4 5 

1. Eselon III A 1 - 1 orang 

2. Eselon IV A 2 2 4 orang 

 

5.  Susunan Pegawai Menurut Lokasi Tugas 

No. Lokasi Tugas PNS Honorer Jumlah 

1 2 3 4 5 

1. Jln. Wijaya I No. 5 

A 

28 orang  32 orang 60 orang 

2. Anjungan Sumsel 

TMII 

6 orang  3 orang 9 orang  

 

B. Sumber Daya Aset 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai Aset-aset 

dan Barang-barang inventaris sebagai berikut : 

1.  Jumlah aset tidak bergerak terdiri dari Tanah 

dan Bangunan dihitung berdasarkan nilai 

perolehan. Nilai baru bisa berubah jika ada 

peruntukan antara lain penyertaan modal. 

Jumlah aset tidak bergerak diperhitungkan 

sebesar …………………………………........ 

 

 

 

 

 

…......Rp. 20.518.539.811,17 



Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)  Tahun 2024 
 
  

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan  7 

 

2.  Jumlah aset bergerak berupa kendaraan dinas 

terdiri dari Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) 

dan Roda 2 (dua) diperhitungkan dengan 

angka sebesar………………………………... 

 

 

 

…......Rp. 21.006.872.500,00 

3.  Barang inventaris lainnya (peralatan kantor, 

peralatan rumah tangga, alat-alat kebudayaan 

dan lain-lain Diperhitungkan dengan angka 

sebesar ………………………. 

 

 

 

…….Rp.   6.238.400.566,00 

4.  Aset tetap lainnya terdiri dari lukisan, guci, 

piala, foto-foto dan lain-lain diperhitungkan 

dengan angka sebesar ………………………. 

 

 

………Rp.      319.571.000,00 

 
Jumlah aset seluruhnya diperhitungkan 

dengan angka Tahun 2024 sebesar……….... 

 

………..Rp. 48.083.383.877,17 

        

Tabel I Aset Tanah dan Bangunan 

No Uraian  Luas Keterangan  

1 Tanah  959 M2 
Badan Penghubung Provinsi Sumsel 

Jl. Wijaya I No. 5A Jaksel  

2 Bangunan Kantor (3 Lantai) 959 M2 
Badan Penghubung Provinsi Sumsel 

Jl. Wijaya I No. 5A Jaksel  

3 Kantor Anjungan (2 lantai) 186,3 M2 Anjungan Sumsel TMII  

4 
Rumah Ulu 1 lantai (Rumah 

Panggung)  
252,56 M2 Anjungan Sumsel TMII  

5 
Rumah Rakit 1 Lantai (Rumah 

diatas air) 
280 M2 Anjungan Sumsel TMII  

6 
Rumah Limas 1 Lantai(  Rumah 

Adat Sumsel) 
660 M2 Anjungan Sumsel TMII  

7 
Ruang Musola 1 Lantai diatas 

air 
160 M2 Anjungan Sumsel TMII  

8 
Bangunan Kamar Mandi 

(Kamar Kecil) 
60 M2 Anjungan Sumsel TMII  

9 Tugu (Site Plan) 3 M2 Anjungan Sumsel TMII  

10 Bangunan Panggung Terbuka 290 M2 Anjungan Sumsel TMII  
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Tabel II  Kendaraan Dinas Badan Penghubung 

Tahun 2024 

NO JENIS / MERK TAHUN NO. POLISI 
ASAL - USUL 

PEMBELIAN 
KETERANGAN 

1 2 3 4 5 6 

1 Toyota Altis 2003 BG 1408 LZ Biro Umum 

SK Gub No : 

428/KPTS/BPKAD/20

18 Tgl. 7 Agustus 

2018 tentang 

Penjualan Kendaraan 

Dinas Operasional 

Roda 4 (Empat) 

2 
Toyota Camry V 3.0 

AT 
2004 B 2055 DQ Biro Umum    

3 Mitsubishi Lancer 2006 BG 1433 LZ Biro Umum  

SK Gub No : 

428/KPTS/BPKAD/20

18 Tgl. 7 Agustus 

2018 tentang 

Penjualan Kendaraan 

Dinas Operasional 

Roda 4 (Empat) 

4 Mitsubishi PS 100 2006 BG 7864 MZ Biro Umum  

SK Gub No : 

428/KPTS/BPKAD/20

18 Tgl. 7 Agustus 

2018 tentang 

Penjualan Kendaraan 

Dinas Operasional 

Roda 4 (Empat) 

5 
Toyota Camry Q 3.5 

AT 
2010 B 2154 DQ Biro Umum    

6 
Toyota Camry Q 3.5 

AT 
2010 BG 1271 NZ Biro Umum    

7 Toyota Kijang Innova 2010 B 2094 DQ Biro Umum   

8 
Mercedes Benz GL 

500 
2011 BG 1956 MZ Biro Umum    

9 Mercedes Benz.S.300 2011 B 2231 DQ Biro Umum    

10 Pajero Sport 2011 BG 1643 MZ Biro Umum    

11 Pajero Sport 2011 BG 1645 MZ Biro Umum    

12 Pajero Sport 2011 BG 1655 MZ Biro Umum    

13 Toyota Kijang Innova 2013 BG 1202 PZ Biro Umum    

14 
Toyota Lexus LX570 

A/T 
2014 B 2003 DQ Biro Umum    

15 Hyundai H1 2014 BG 1950 RZ  Biro Umum    

16 Hyundai H1 2014 BG 1949 RZ Biro Umum    

17 Hyundai H1 2014 BG 1951 RZ Biro Umum    
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18 
Toyota Fortuner 

2.4VR Z4X2 A/T 
2019 B 1513 SQH Badan Penghubung   

19 
Toyota Avanza 1.5 

Veloz A/T 
2019 B 1609 SQQ Badan Penghubung   

20 
Toyota Avanza 1.5 

Veloz A/T 
2019 B 1611 SQQ Badan Penghubung   

21 
Toyota Camry 2.5V 

A/T 
2014 BG 1914 RZ Biro Umum    

22 Alphard 3.5 q A/T 2019 BG 1443 DZ 
Hibah dari PT. 

Bukit Asam 
  

23 Alphard 2.5 g A/T 2019 BG 1446 DZ 
Hibah dari PT. 

Bukit Asam 
  

24 Honda Win 100 1991 BG 5900 LZ Biro Umum  

Kondisi Rusak Berat 

(Sudah di Usulkan 

Penghapusan) 

25 Yamaha RXS 1997 BG 5241 MZ Biro Umum  

Kondisi Rusak Berat 

(Sudah di Usulkan 

Penghapusan) 

26 Suzuki Shogun 2006 BG 6111 NZ Biro Umum    

27 Suzuki Shogun 2006 BG 6143 NZ Biro Umum    

28 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1561 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

29 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1570 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

30 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1571 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

31 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1572 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

32 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1573 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

33 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1574 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

34 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1575 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

35 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1576 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

36 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1577 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

37 
Innova 2.0 V AT 

BSN LUX 
2023 BG 1578 IZ 

Sekretariat DPRD 

Prov. Sumsel 
 

38 Yamaha Mio M3 2023 B 3335 SQG Badan Penghubung  

39 Yamaha Mio M3 2023 B 3336 SQG Badan Penghubung  

40 Yamaha Mio M3 2023 B 3337 SQG Badan Penghubung  

41 Yamaha Mio M3 2023 B 3338 SQG Badan Penghubung  

42 Yamaha Mio M3 2023 B 3339 SQG Badan Penghubung  

43 Yamaha Mio M3 2023 B 3340 SQG Badan Penghubung  
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44 Yamaha Mio M3 2023 B 3341 SQG Badan Penghubung  

45 Yamaha Mio M3 2023 B 3343 SQG Badan Penghubung  

46 Yamaha Mio M3 2023 B 3344 SQG Badan Penghubung  

47 Yamaha Mio M3 2023 B 3350 SQG Badan Penghubung  

48 Yamaha Mio M3 2023 B 3351 SQG Badan Penghubung  

Jumlah Kendaraan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta adalah 48 Unit 

      
 

Tabel III Barang Investasi 

Peralatan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, dan Lain-Lain 

No Nama Barang  
Jumlah 

Barang  
Keterangan  

1 Air Conditioning Unit 68 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

2 Filling Besi/Filling Cabinet 4 Unit Badan Penghubung Sumsel  

3 Handy Talky 26 unit Badan Penghubung Sumsel  

4 Kompor Gas 6 Unit Badan Penghubung Sumsel  

5 

Kursi Kerja, Kursi Rapat, Kursi 

Hadap, Kursi Makan dan lain-

lain 

91 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

6 Kursi Tamu 4 Set Anjungan Sumsel TMII 

7 Lampu Pijar Lampu Hias 7 Unit Badan Penghubung Sumsel  

8 Brangkas 3 Unit Badan Penghubung Sumsel  

9 Lemari Es 9 Unit Badan Penghubung Sumsel  

10 
Lemari Buku, Lemari Pakaian, 

Lemari Rias dan Lain-lain 
62 Unit 

Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

11 Loudspeaker 2 Unit Badan Penghubung Sumsel  

12 
Meja Kerja, Meja Tamu, Meja 
Tambahan dll Seluruh nya 

85 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

13 Note Book / Laptop 24 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

14 Peralatan CCTV 14 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

15 Komputer PC 35 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

16 Printer 34 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII  

17 Proyektor + Infocust 3 Unit Badan Penghubung dan Anjungan 
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Sumsel TMII 

18 Oven Listrik 2 Unit Badan Penghubung Sumsel  

19 Tempat Tidur 11 Unit Badan Penghubung Sumsel  

20 Sofa 14 Unit Badan Penghubung Sumsel  

21 Sound System 5 Unit Badan Penghubung Sumsel  

22 Pesawat Telpon 14 Unit Badan Penghubung Sumsel  

23 Telepon PABX 2 Unit Badan Penghubung Sumsel  

24 Televisi 21 Unit Badan Penghubung Sumsel  

25 Kaca Hias 3 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

26 Tabung Pemadam Kebakaran 29 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

27 

Peralatan Elektronik Lainnya  

(Mesin Genset, Mesin Foto 

Copy, Dispenser, Keyboard, 

Touchsreen, Faximile dan Lain-

Lain) 

60 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

28 

Peralatan Kantor Lainnya 

(Tabung Gas,  Vakum Cleaner, 

White Board, Tripot, Mesin 

Pemotong Rumput dan Lain-

lain) 

31 Unit 
Badan Penghubung dan Anjungan 

Sumsel TMII 

29 

Peralatan Rumah Tangga 

(Gordyn, Vertikal Blind, Soup 

Warmer, Roll Top, Termos, 

Piring, Gelas, Tangga, Sperei 

dan Lain-Lain) 

128 Unit Badan Penghubung Sumsel  

30 

Barang Display TMII (Pakaian 

Adat, Mukun, Tombak, Patung 

Pengantin Palembang , Tepak, 

Puade Dan Lain-lain) 

153 Unit Anjungan Sumsel TMII 

Jumlah Seluruhnya 950 Unit       

 
 

Tabel IV Aset Tetap Lainnya  

Lukisan, Foto-foto, Pajangan dan lain-lain 

1 
PAHATAN TEMPAT 

MAINAN  
1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

2 
LUKISAN JEMBATAN 

AMPERA  
1 buah  Badan Penghubung Sumsel  
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3 LUKISAN PERAHU 1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

4 LUKISAN PENARI  1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

5 LUKISAN KAPAL  1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

6 
LUKISAN PALEMBANG 

TEMPO DULU  
1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

7 
LUKISAN KAMPUNG 

SUNGAI  
1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

8 LUKISAN KAYU COKLAT 3 buah  Badan Penghubung Sumsel  

9 LUKISAN RUMAH GADANG  1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

10 LUKISAN PERUMAHAN 1 buah Badan Penghubung Sumsel  

11 FOTO DANAU RANAU 1 buah  Badan Penghubung Sumsel  

12 
FOTO MANTAN KEPALA 

KANTOR 
11 buah Badan Penghubung Sumsel  

13 FOTO MANTAN GUBERNUR  14 buah Badan Penghubung Sumsel  

14 
FOTO MANTAN KETUA 

DPRD  
15 buah Badan Penghubung Sumsel  

15 PAJANGAN BATU ALAM  4 buah Badan Penghubung Sumsel  

16 PIALA 13 buah Badan Penghubung Sumsel  

17 GUCI ANTIK 2 buah Badan Penghubung Sumsel  

18 
TANDA PENGHARGAAN 

LAIN-LAIN  
1 set  Badan Penghubung Sumsel  

19 
PAKAIAN TARI 

TRADISIONAL 
1 set Badan Penghubung Sumsel  

Jumlah Seluruhnya 74 Unit       
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BAB II. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH 

 

 

PENGELOLAAN BELANJA 

 

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mendapat Pagu APBD hanya dialokasikan untuk Belanja 

Operasi sebesar Rp. 16.321.000.796,- yang terdiri pada Belanja Pegawai dan Belanja  Barang dan Jasa dan Belanja Modal sebesar                     

Rp. 325.000.000,- dengan alokasi anggaran belanja adalah sebagai berikut: 

 

No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat 

Daerah 

Pelaksana 

Kebijakan 
Uraian Program/Kegiatan/ 

Sub Kegiatan (Pagu Anggaran) 

Target 

(%) 
 Realisasi Anggaran (%)   SILPA  Permasalahan 

Upaya 
Mengatasi 

Permasalahan 

Tinjuk 
Rekomendasi 

DPRD 
 

 

1 2 3 4 5 6  7    8 9 10  

  

Administrasi 
Pemerintahan 

Badan 
Penghubung 

                    
 

I 

 
Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Provinsi 

15.045.000.796 100 14.193.089.248 94 851.911.548     

Peningkatan 

kompetensi SDM 

aparatur Badan 
Penghubung 

dalam 

menjalankan 

tugas dan fungsi 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

                   

5.000.000  
100 

                   

5.000.000  

        

100  

                              

-  
       

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

                   

5.000.000  
100 5.000.000 

        

100  

                              

-  

      

 

Peningkatan 

kompetensi SDM 

aparatur Badan 

Penghubung 

dalam 

menjalankan 

tugas dan fungsi 

Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

            
5.346.759.671  

100 

 
4.837.728.450 

 
90 

 
509.031.221        

Penyediaan Gaji dan 

Tunjangan ASN 

            

5.190.019.671  
100 4.682.218.450 

          

90  
507.801.221     

  
 

Penyediaan Administrasi 

Pelaksanaan Tugas ASN 

               

156.740.000  
100 

         

155.510.000  

          

99  

                

1.230.000  

      
 

Peningkatan tertib 
administrasi 

Badan 

Administrasi Barang 

Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

                   

5.000.000  
100 

                   

4.989.000  

        

100  

                     

11.000  
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Penghubung 

Provinsi Sumatera 

Selatan di 
JakartaPemerintah 

Provinsi Sumatera 

Selatan 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD 

                   
5.000.000  

100 
                   

4.989.000  
        

100  
                     

11.000  
    

  

 

Peningkatan tertib 

administrasi 
Badan 

Penghubung 

Provinsi Sumatera 

Selatan di 
JakartaPemerintah 

Provinsi Sumatera 

Selatan 

Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

               

116.000.000  
100 

                 

66.907.771  

          

58  

              

49.092.229  
       

Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 

Informasi Kepegawaian 
                 

48.000.000  
100 

                 

45.107.771  

          

94  

                

2.892.229  
    

  

 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

                 

68.000.000  
100 

                 

21.800.000  

          

32  

              

46.200.000  

Kurangnya 
Koordinasi 
informasi 
perihal 
Bimbingan 
Teknis 

Kedepannya 
akan 
dimaksimalkan 
kembali 
tentang 
informasi 
Bimbingan 
teknis 

  

 

Peningkatan tertib 

administrasi 

Badan 

Penghubung 
Provinsi Sumatera 

Selatan di 

JakartaPemerintah 

Provinsi Sumatera 
Selatan 

Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 
            

2.512.576.000  
100 

            

2.509.351.925  

        

100  

                

3.224.075  
       

Penyediaan Komponen 

Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

               
240.000.000  100 

               

239.989.500  

        

100  

                     

10.500  

      

 

Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
               

160.000.000  100 
               

159.575.000  

        

100  

                   

425.000  

      

 

Penyediaan Bahan 
Logistik Kantor                

417.500.000  
100 

               
417.060.812  

        
100  

                   
439.188  

      

 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

               

255.000.000  
100 

               

252.663.500  

          

99  

                

2.336.500  

      

 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

            

1.440.076.000  
100 

            

1.440.063.113  

        

100  

                     

12.887  
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Meningkatkan 

penyelenggaraan 

Pemerintah yang 
baik dengan 

penerapan prinsip 

penyelenggaraan 

pelayanan yang 
prima 

Pengadaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
               

165.000.000  
100 

               
157.650.000  

          
96  

                
7.350.000  

       

Pengadaan Peralatan dan 

Mesin Lainnya                

165.000.000  
100 

               

157.650.000  

          

96  

                

7.350.000  
  

    

 

Meningkatkan 

penyelenggaraan 

Pemerintah yang 
baik dengan 

penerapan prinsip 

penyelenggaraan 

pelayanan yang 
prima 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

            

3.464.665.125  
100 

            

3.189.347.903  

          

92  

            

275.317.222  
       

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat                  

55.000.000  
100 

                 

54.983.500  

        

100  

                     

16.500  

      

 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

               

317.254.125  
100 

               

254.785.403  

          

80  

              

62.468.722  

      

 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor             
3.092.411.000  

100 
            

2.879.579.000  
          

93  
            

212.832.000  

      

 

Meningkatkan 

penyelenggaraan 

Pemerintah yang 

baik dengan 
penerapan prinsip 

penyelenggaraan 

pelayanan yang 

prima 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan 

Daerah 

            
3.430.000.000  

100 
            

3.422.114.199  
        

100  
                

7.885.801  
       

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan 

Dinas Jabatan 

            

2.900.000.000  
100 

            

2.896.797.434  

        

100  

                

3.202.566  

      

 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 
               

230.000.000  
100 

               

228.989.500  

        

100  

                

1.010.500  

      
 

  

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

               

300.000.000  
 100 

               

296.327.265  
99  

                

3.672.735  
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II 
Administrasi 
Pemerintahan 

Badan 
Penghubung 

Pelayanan 

keprotokolan 
kepada 

pejabat/perangkat 

daerah/pimpinan 

dan Anggota 
DPRD dilakukan 

secara selektif dan 

memperhitungkan 

kemampuan daya 
dukung fasilitas 

yang ada serta 

Membuka counter 

produk unggulan 
Sumatera Selatan 

di Anjungan 

Sumatera Selatan 

sekaligus 
berfungsi sebagai 

agen untuk 

produk Usaha 

Mikro Kecil 
Menengah 

(UMKM) 

Sumatera Selatan 

untuk pasar 
Jakarta dan 

sekitarnya 

Program Pelayanan 

Penghubung 

            
1.601.000.000  

100 
            

1.536.282.966  
          

96  
              

64.717.034  
       

Pelaksanaan Pelayanan 

Penghubung             

1.601.000.000  
100 

            

1.536.282.966  

          

96  

              

64.717.034  
       

Pelayanan Kelembagaan 
Aparatur dan Masyarakat 

               

251.000.000  
100 

               

250.650.876  

        

100  

                   

349.124  
    

  

 

Peningkatan Fasilitasi 

Promosi Produk 
Unggulan dan Pelestarian 

Seni Budaya 

               

555.000.000  
100 

               

554.438.539  

        

100  

                   

561.461  

      

 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pelaksanaan 

Pelayanan Penghubung 

               

795.000.000  
100 

               

731.193.551  

          

92  

              

63.806.449  

  
  
  

    

 

 

 

    TOTAL 16.646.000.796 100 15.729.372.214 94,49 916.628.582 
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KETERANGAN BELANJA PER SUB KEGIATAN 

 

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah 

Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000.000,- - 

➢ Anggaran digunakan untuk Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah          

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2024. 

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan Gaji 

dan Tunjangan 

Rp. 5.190.019.671,- Rp. 4.682.218.450,- Rp. 507.801.221,- 

➢ Anggaran diperuntukkan bagi pembayaran Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara 

(ASN) dengan tempat bertugas pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di 

Jakarta yang berjumlah 34 Orang. 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

2. Sub Kegiatan 

Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Rp. 156.740.000,- Rp. 155.510.000,- Rp. 1.230.000,- 

➢ Anggaran  yang ada untuk pembayaran Honorarium PA, PPTK, PPK SKPD, 

Bendahara dan Honorarium Pengadaan Barang/Jasa dengan menyesuaikan Standar 

Biaya Umum (SBU) Tahun 2024. 

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Pengamanan Barang 

Milik Daerah SKPD 

Rp. 5.000.000,- Rp. 4.989.000,- Rp. 11.000,- 

➢ Anggaran digunakan dalam rangka Pengamanan Barang Milik Daerah (Pembuatan 

Label Barang, KIR) Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta 

yang berlokasi di Jl. Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan. 
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4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Pelaksanaaan Sistem 

Informasi 

Kepegawaian 

Rp. 48.000.000,- Rp. 45.107.771,- Rp. 2.892.229,- 

➢ Anggaran digunakan dalam rangka Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 

Kepegawaian Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan. 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

2. Sub Kegiatan 

Bimbingan Teknis 

Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Rp. 68.000.000,- Rp. 21.800.000,- Rp. 46.200.000,- 

➢ Anggaran digunakan dalam rangka Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan Pegawai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan. 

5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan Komponen 

Instalasi Listrik/ 

Penerangan Bangunan 

Kantor 

Rp. 240.000.000,- Rp. 239.989.500,- Rp. 10.500,- 

➢ Anggaran diperuntukan bagi pembelian bohlam lampu (TL, lampu downlight, lampu 

pijar, stop kontak, kabel listrik, kabel rol, baterai kering, dll) yang digunakan untuk 

penerangan 2 lokasi yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya I 

No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta 

Timur. 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

2. Penyediaan Peralatan 

Rumah Tangga 
Rp. 160.000.000,- Rp. 159.575.000,- Rp. 425.000,- 

➢ Anggaran digunakan untuk Belanja Modal Alat Pendingin (AC) pada 2 lokasi yaitu 

Kantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl.Wijaya I No. 5A Kebayoran 

Baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 
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Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

3. Sub Kegiatan 

Penyediaan Bahan 

Logistik Kantor 

Rp. 417.500.000,- Rp. 417.060.812,- Rp. 439.188,- 

➢ Anggaran digunakan untuk pembelian alat-alat tulis kantor, biaya penyediaan makanan 

dan minuman tamu, penyediaan makanan dan minuman rapat dan konsumsi lainnya 

serta pengisian ulang tabung gas pada 2 lokasi yaitu Kantor Badan Penghubung 

Provinsi Sumatera Selatan Jl.Wijaya I No. 5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan                      

dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

4. Sub Kegiatan 

Penyediaan Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

Rp. 255.000.000,- Rp. 252.663.500,- Rp. 2.336.500,- 

➢ Anggaran diperuntukan dalam kegiatan penggandaan dokumen – dokumen, fotocopy 

dokumen dan barang cetakan terdiri dari cetak kop surat, blangko, kwitansi, jilid, foto 

copy dokumen dan lain-lain untuk 2 lokasi, yaitu di Badan Penghubung Provinsi 

Sumatera Selatan di Jakarta, Jl. Wijaya 1 Kebayoran Baru No. 5A Jakarta Selatan dan 

Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

5. Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

Rp. 1.440.076.000,- Rp. 1.440.063.113,- Rp. 12.887,- 

➢ Anggaran digunakan untuk keperluan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka 

menghadiri koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan di luar daerah. 

6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Pengadaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Rp. 165.000.000,- Rp. 157.650.000,- Rp. 7.350.000,- 

➢ Anggaran digunakan untuk pengadaan belanja modal pengadaan mesin penggandaan 

(fotocopy), komputer dan printer. 
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7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

Rp. 55.000.000,- Rp. 54.983.500,- Rp. 16.500,- 

➢ Anggaran diperuntukan bagi kegiatan belanja materai, perangko, benda pos dan biaya 

pengiriman surat-surat / dokumen-dokumen / barang yang dilaksanakan oleh  Badan 

Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta melalui Kantor Pos Indonesia, JNE, 

TIKI, kurir, cargo, ekspedisi dll. 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

2. Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Rp. 317.254.125,- Rp. 254.785.403,- Rp. 62.468.722,- 

➢ Anggaran diperuntukan bagi pembayaran 5 rekening pesawat telepon,  2 rekening 

listrik, 3 rekening internet, 3 TV kabel, 2 TV mobil, 1 Rekening air untuk 2 lokasi 

yaitu di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jl.Wijaya I No. 5A 

Kebayoran baru Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur 

 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

3. Sub Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

Rp. 3.092.411.000,- Rp. 2.879.579.000,- Rp. 212.832.000,- 

➢ Anggaran digunakan untuk pembayaran Jasa Tenaga Administrasi, Jasa Tenaga 

Operator Komputer, Jasa Tenaga Keamanan, Jasa Tenaga Supir, Jasa Tenaga Teknis 

Mekanik dan Listrik serta  Jasa Tenaga Kebersihan (Cleaning Service) Tahun 

Anggaran 2023 pada 2 lokasi yaitu di Kantor Badan Penghubung Provinsi                 

Sumatera Selatan di Jl.Wijaya I No.5A Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan Anjungan 

Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 

8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat 

Daerah 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas 

atau Kendaraan Dinas Jabatan 

Rp. 2.900.000.000,- Rp. 2.896.797.434,- Rp. 3.202.566,- 
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➢ Anggaran diperuntukan untuk biaya service, penggantian suku cadang, pembelian Bahan 

Bakar Minyak (BBM), biaya Sewa Jalan Tol dan Parkir kendaraan dinas operasional 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta serta untuk perpanjangan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Mutasi Kendaraan Dinas Badan Penghubung 

Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta sebanyak 33 unit Kendaraan Dinas roda 4 (empat), 

13 Unit Kendaraan Dinas roda 2 (dua) dan 5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Plat 

Rahasia. 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

2. Sub Kegiatan 

Pemeliharaan 

Peralatan Mesin 

Lainnya 

Rp. 230.000.000,- Rp. 228.989.500,- Rp. 1.010.500,- 

➢ Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 

antara lain AC, Komputer, Printer, Mesin Fotocopy, Genset, Sound system, Mesin air, 

Kulkas, Mesin Cuci dikantor Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya 1 

No 5A Jakarta Selatan dan Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

3. Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Reha

bilitasi Sarana dan 

Prasarana Gedung 

Kantor atau 

Bangunan Lainnya 

Rp. 300.000.000,- Rp. 296.327.265,- Rp. 3.672.735,- 

➢ Anggaran diperuntukan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor di 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Jl. Wijaya 1 No 5A Jakarta Selatan dan 

Anjungan Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 

 

II. PROGRAM PENGELOLAAN PENGHUBUNG 

1. Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung 

Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

1. Sub Kegiatan 

Pelayanan 

Kelembagaan 

Aparatur dan 

Masyarakat 

Rp. 251.000.000,- Rp. 250.650.876,- Rp. 349.124,- 

➢ Anggaran digunakan untuk penyelenggaraan Peningkatan Kerjasama Antar Daerah 

dalam Bidang Hubungan Antar Lembaga Tahun 2023. 
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Uraian Pagu Anggaran  Realisasi Sisa 

2. Sub Kegiatan 

Peningkatan 

Fasilitasi Promosi 

Produk Unggulan 

dan Pelestarian Seni 

Budaya 

Rp. 555.000.000,- Rp. 554.438.539,- Rp. 561.461,- 

➢ Anggaran digunakan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Fasilitas Promosi Produk 

Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Sumatera Selatan khususnya di lokasi Anjungan 

Sumatera Selatan TMII Jakarta Timur. 

Uraian Pagu Anggaran Realisasi Sisa 

3. Sub Kegiatan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pelaksanaan 

Pelayanan 

Rp. 795.000.000,- Rp. 731.193.551,- Rp. 63.806.449,- 

➢ Anggaran digunakan untuk Pelayanan KDH, WKDH, Unsur Eksekutif dan Legislatif 

yang  melakukan kedinasan di Jakarta dan sekitarnya, serta penunjang kegiatan 

Protokoler dan Pelayanan. 
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BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN 

PENUGASAN 

 

 

3.1. Permasalahan : 

 

 3.1.1. Komunikasi yang Tidak Efektif 

• Masalah: Terjadi hambatan dalam aliran informasi antara Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dan pemerintah pusat atau daerah lain, yang bisa 

menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau kurangnya 

pemahaman mengenai kebijakan dan program yang sedang berjalan. 

3.1.2. Koordinasi yang Kurang Optimal 

• Masalah: Terkadang terdapat ketidaksesuaian atau kurangnya sinergi antara 

BPPSS dan lembaga terkait di pusat maupun daerah, sehingga beberapa 

program atau kebijakan tidak berjalan dengan efektif atau tidak sesuai dengan 

harapan. 

3.1.3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 

• Masalah: Kurangnya jumlah atau kualitas SDM yang memadai di BPPSS 

dapat menghambat pelaksanaan tugas koordinasi dan komunikasi yang harus 

dilakukan dengan berbagai pihak. 

3.1.4. Masalah Administrasi dan Dokumentasi 

• Masalah: Proses pengelolaan administrasi dan dokumentasi yang tidak efisien 

atau tidak terstruktur dengan baik dapat memperlambat penyampaian laporan, 

evaluasi, dan kebijakan yang perlu segera ditindaklanjuti. 

3.1.5. Keterbatasan Anggaran 

• Masalah: Terbatasnya anggaran untuk mendukung berbagai kegiatan 

koordinasi, komunikasi, dan hubungan antar lembaga yang dapat menghambat 

pencapaian tujuan BPPSS. 
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3.2. Upaya Penyelesaian: 

 

3.2.1. Meningkatkan Sistem Komunikasi dan Teknologi Informasi 

• Solusi: Memperkuat penggunaan sistem komunikasi digital dan teknologi 

informasi untuk mempermudah aliran informasi antar instansi, seperti 

penggunaan aplikasi atau platform komunikasi berbasis web. Ini akan 

memastikan informasi dapat disampaikan secara cepat dan akurat. 

3.2.2. Penguatan Koordinasi Antar Lembaga 

• Solusi: Meningkatkan forum koordinasi rutin dengan pemerintah pusat dan 

daerah lain untuk memastikan keselarasan program, serta mengoptimalkan 

pemanfaatan teknologi untuk mempercepat proses komunikasi antar lembaga. 

3.2.3.  Peningkatan Kualitas SDM 

• Solusi: Melakukan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai BPPSS secara 

berkala untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial. Rekrutmen 

tenaga ahli juga bisa dilakukan untuk mengisi posisi-posisi kritikal yang 

membutuhkan keahlian khusus. 

3.2.4. Perbaikan Sistem Administrasi 

• Solusi: Meningkatkan sistem pengelolaan administrasi dengan 

memperkenalkan sistem berbasis digital yang lebih efisien dalam pengelolaan 

dokumen dan data. Hal ini akan mempercepat proses pengumpulan dan 

penyebaran informasi kepada pihak terkait. 

3.2.5. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran 

• Solusi: Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan merencanakan prioritas 

kegiatan yang lebih efisien dan efektif. Penyusunan anggaran yang transparan 

dan akuntabel dapat membantu mengatasi keterbatasan anggaran dengan 

memaksimalkan sumber daya yang ada. 
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BAB IV. PENUTUP 

 

 

Demikianlah penjelasan kami mengenai realisasi program/kegiatan yang telah dilaksanakan 

oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan yang terangkum pada Laporan Keterangan 

Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024 ini, untuk dapat menjadi bahan evaluasi 

perencanaan ke depan dengan harapan dapat mewujudkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja 

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dan dapat ditindaklanjuti dengan 

langkah-langkah nyata untuk mewujudkan peningkatan kinerja yang dapat memberikan 

pertimbangan kepada Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka mengoptimalkan 

penyelanggaran Pemerintahan Daerah. 

 

 

 

 


